KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
: 
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; perlu ditetapkan pedoman pembentukan Kecamatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat 
: 
1.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lemba!an Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,

Pasal 2

(1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Tata cara penilaian Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi kriteria-kriteria :

a. Jumlah penduduk;

b. Luas wilayah;

c. Jumlah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a. Wilayah Jawa dan Bali minimal 10.000 jiwa;

b. wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa;
c. wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 5.000 jiwa.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Wilayah Jawa Bali minimal 7,5 Km2;

b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 10 Km2 ;
c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 12,5 Km2 ;
Pasal 6

Jumlah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c Wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timar, Maluku dan Irian Jaya minimal 4 Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2000

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

-​

